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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR X8 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.\. BUPATI OGAN ILIR,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasgll 38 ayat (129)
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor ]
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu
ditindak lanjuti terhadap keberadaan  menara

telekomunikasi di Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang : a.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupatl.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3501);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

© Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

\
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10.

11.

15.

14.

ntan
Un(lml;g-Undnn;g Nomor 33 Tahun 2004 lU: (‘hﬁ
Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusa b](ik
Pemerintah  Dacrah  (Lembaran  Negara Repu

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah  dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik — Indonesia  Tahun 2009  Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 20
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Nir
Tahun 2007 Nomor Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21
Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan llir Tahun 2007 Nomor 21 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 14
Tahun 2009 tentang Pembinaan Retribusi Perizinan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Iir
Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan llir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;. PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1). Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. Co

3. Satuan Organisasi Perangkat Dacrah yang sclanjutnyd dlsmgkl?t OZD
adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah di Kabupaten Ogan llir yang
membidangi urusan komunikasi dan informatika. ‘ okt

4. Kepala Satuan Kerja Perangkal Dacrah yang sclanjutnyd ?['smg h
Kepala OPD adalah Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah .dl D_aecqa
Kabupaten Ogan llir yang membidangi unikasi dan
informatika.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha} yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, PerkumP"}la”g
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi gosial Politik, atau organ15a51
yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan pentuk badan lainnya.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dgn/ atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya !
bangunan-bangunan untuk kepentingan umuim yang didirikan di atas
tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi
dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleb
berbagai simpul atau bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.

8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara
bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

9. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis
dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi
dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi

10. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

11. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu

urusan kom

disebut menara adalah
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

7ona  Menara  adalah - zona yang diperbolehkan terdapat menara

telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang, ditetapkan, termasuk menara
yang disyvaratkan untuk hebas visual,
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi schagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
kehidupan dan penghidupan.
Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun
pedesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan  tempatl kegiatan  yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan. . o

Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara T elelfomumkasa yang
selanjutnya discbut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim
Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas rqelalfsanakan
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dag pelayanan
yang menyebabkan barang, fasil?tas, atau pemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. '
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. o

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pri_badi atgu badan.'
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang
pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum  yang besaran nilai retribusi
dikaitkan  dengan  pengawasan dan  pengendalian  menara
telekomunikasi.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi

tertentu.

Masa Retribusi adalah jangka wa
waktu bagi wajib retribusi untuk meman
Pemerintah Kabupaten.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
SPORD.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang
oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat ketetapan restribusi yang menentukan besarnya

pokok retribusi yang terutang.

ktu tertentu yang merupakan batas
faatkan jasa dan perizinan dari
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\ disingkat STRD adalah

25. Sural Tawi o |
urat Tagihan Retribusi Dacrah yang selanjutnys ) a )
au sanksi administrasi

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan at

N lft‘l'ilpu llmn;:n dan atau denda. j ¢

<0.8urat Ketetapan  Restribusi Dacrah Lebih - Bayar - yang o 0
Fhsnulkul SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mcncntgkaq
Jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribus
lebih besar d:n*ipndu I‘(‘il"il)llﬂi yang terutang atau scharusnya ticlak
terutang, -

27. Kas Dacrah adalal tempat penyimpan uang Dacrah yang dltcntuk?n
oleh Bupati  untuk menampug scluruh - penerimaan gagn S
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Da(:rah.' .

28.Insentif  adalah  tambahan  penghasilan  yang diberikan sebagal
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Retribusi. '

29. Pemeriksaan  adalah  scrangkaian kegiatan untu]f mcncar;{,
mengumpulkan, mengelola data dan atau kecterangan lainnya untuk
menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untu
tujuan lain dalam rangka mclaksanakan ketentuan  peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah. _ . bt

30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejalah

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus ©%¢
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

g { me : 2 h

31. Penyidi gawai Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adala

enyidik Pegawai Negeri Sipil yang Pemerintah Daerah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

n Menara Telekomunikasi dipungut
k menara telekomunikasi, pelayanan
ditinjau dari aspek tata ruang,

Dengan nama Retribusi Pengendalia
retribusi atas pemanfaatan ruang untu
dibidang pengawasan dan pengendalian baik
keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

ruang untuk menara

(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan
keamanan

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
dan kepentingan umum.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi se

adalah :
a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan

pertahanan, keamanan dan ketertiban;
b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;

bagaimana dimaksud pada ayat (1)
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semata-mata untuk

cnara - Telekomunikasi  yang  dibangun
kan kentungan.

kepenti .
pentingan non komersial bukan untuk mendapat

Pasal 4

an yang memanfaatkan
lckomunikasi. )
rupakan Wajib

1) Subjck Retri . ) .

(1) l.111)_1( K Retribusi adalah orang pribadi atau badl

2 S‘U‘E?g untuk pendirian / pembangunan menara te

e Wt . . : .

\’U )¢ k Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat(1) me
Retribusi,

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retr%busi Pengendalian Mcnara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan

kepentingan umum.

BABV

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR
RETRIBUSI
Pasal 7

NYA TARIF

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan
pengawasan dan pengendalian ~menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan
rumus sebagai berikut :

Retribusi = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi

(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

(1

~
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rupakan Biaya

3) Taril Retribusi .
(3) Taril Retribusi sehagnimana dimaksud pada ayat (1) me
atu Juta

;317}‘1'«’\Si0nnl Pengawasan Menara schesar Rp. 1.750.000,- (S
wuh Ratus Lima Pulub Riby Rupiah).

4) Variabel pe : -
(4) Variabel penghitungan menara terdiri atas :
awasan

. Variabel 1, terdiri dari Zona Menara Berdasarkan Fungsi Kz

LTS - Fungsi Kawasan o @
KAWASAN LiNDUNG |2~

1| Kawasan yznlg—_zi&}liﬁ;i;ilkiﬂlm perlindungan terhadap 0,9
—‘%l_‘_‘\‘f“iim dibawahnya I |
2 | Kawasan Perlindungan Setempal ,_,/—————li““
KAWASAN BUDIDAYA I B
|1 | Kawasan Peruntukan Hutan produksi | 05—
2 | Kawasan PCl‘unlul(anﬁPwﬁ/————————g"g’"
3 | Kawasan Peruntukan Perkanan 37—
4 | Kawasan Peruntukan Pertambangan |09 |
S | Kawasan Peruntukan IndUSUi_,__4__———/’_"i,
6 | Kawasan Peruntukan Pariwisata 09
7 | Kawasan Peruntukan Pemukiman . _—li—s———
8 | Kawasan Peruntukan Khusus —
ruktur dan

b. Variabel I, terdiri dari Jenis Menara berdasarkan st
ketinggian : [@;

No. Variabel
A | MANDIRI _’%753——
1. Ketinggian di atas 60 M _’(5"2?—_
2. Ketinggian di bawah 60 M _—T’ES——
B | TEREGANG " _7’7—5——
1. Ketinggian di atas 60 M —T’-s——
2. Ketinggian di bawah 60 M | e
C | TUNGGAL LS |
1. Ketinggian di atas 60 M 0,9
2. Ketinggian di bawah 60 M 0,6
D | KAMUFLASE DAN ROOF TOP 0,5
c. Variabel Il :
No. Variabel Indeks
1 | Menara 1 Provider 1,2
2 | Menara bersama 2 Provider 1
3 [ Menara bersama lebih 2 Provider 0,8

(5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara
telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Transportasi dan
Akomodasi.

(6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Standar Harga Satuan dan Biaya.
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BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

1) Masa Retribhusi .
H M':wl IT{( llﬂmm'u(lulnh jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
g (1~ 1 (ml_)u:s‘l terutang adalah scjak saat ditctapkannya SKRD a
okumen lain yang dipersamakan.

tau

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Peninjauan kembali tarif retribusi menara telekomunikas dilakukan
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
perekonomian.

dimaksud pada ayat (1)
dan perkembangan

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. .

(2) Bentuk dan isi SKRD atau dpkumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepa}t.pada}
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan SKRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan Surat Teguran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan
Pembayaran.
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Pasal 13

(1) Retribusi ter .

pemanfaatan ::m% terhitung pada saat wajib retribusi memperoleh
(2) Jumlah rClI‘ibL‘l N lasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah

St Yang terutang schbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkay
S dn ()lCh )C'ab, , . 'n
yang dil)crsmnal}mf\ A yang berwenang dalam SKRD atau dolume? .

Pasal 14

) icn*:;)t;iyallgn retribusi- yang terutang dilakukan di Kas Daerah atag
menoounain yang ditunjuk scsuai waktu yang ditentukan denga
2) Dalatx’; halcan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakafl- . k. hasil
Retribuc: pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditWwil's o
ctribusi harus disetor ke Kas Dacrah Paling lambat 1 X 24 jam 818
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

rutang secara

(1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang te )
aran sesual

tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembay
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. = ‘busi
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retn.kuSI
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 'memberl 3“
persetujuan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 16

n, penyetoran tempat

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayara eto
etribusi diatur dalam

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran R
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
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(2) Keberatan diajuk

. ;1_13;)‘,11111 alasan-alasan yang jelas
seberatan harus diaj dalam i :

( ey qc_’]]-hl(\m&. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
mcmm"d]( ]t, anggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribus cEpe
kead: ,J <kan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

; ]\'co. aan di luar kekuasaannya,

4) r:élald;;an di luar kekuasaannya schagaimana dimaksud pada ayat 13)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
wajib Retribusi.

(5) PCFg}?Juan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

an sccara tertulis dalam bahasa indonesia dengan

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima Selw.-uhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
tersebut dianggap dikabulkan.

(1) telah lewat
diajukan

Pasal 20

sebagian atau seluruhnya,
balikan dengan ditambah
bulan untuk paling lama 12

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan
kelebihan pembayaran Retribusi dikem
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) s€

(dua belas) bulan. N ‘
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan
Bupati.
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BAB XI1

LEBIHAN PEMBAYARAAN RETRIBUSI
Pasal 23

PENGEMBALMN KE

(1) Atas Kelebiha emly

mengaiuk; N pembayaran  Retribusi,  Wajib ~ Retribusi dapat
SURAN permohonann pe : ' : ‘

(2) Bupati dalag, e an pengembalian kepada Bupati, ;

diterimanen o Jekawakia - paling lama 6 (enam) bulan, stk
anya permohong iat L
sebagaimana dima 1an pengembalian kelebihan pembayaran REtribs

B) Apabila el m'<sud pada ayat (1), harus memberikan keputusan: h
dilmn]xuii (hn([; ““k.‘“, schagaimana dimaksud pada ayat (2) tela
PCHQle)'\]iqln upati tidak memberikan suatu keputusan, PcrmOhogfg
harts ditc-l‘)' pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKR

(4) Apabila wl, v-llb]ﬁm dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. bihan
pcmbq‘, ,“J' RC‘,nbusi mempunyai utang Retribusi lainnya, keleb! n
2 1"_\amn Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (1) lang:'%bu g;

perhitungkan untuk melunasi terlcbih dahulu  utang  Ret HE
terscbut,

(5) chgcmbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebgaimana dimz::)sl::
pada ayat (_1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
sejak diterbitkannya SKRLB. etelah

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dllakuka:;/o s
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga Scbcsambayaran
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pe
Retribusi. ian kelebihan

(7) Ketentuan lebih lanjut mrngenai tata cara Pengembahzrt] (1) diatur
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada &y
dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

ibusi jadi telah
1) Hak ihan retribusi menjadi kedaluwarsa se
o wakta 3 liga) ta hitung sejak saat terutangnya

melampaui waktu 3 (tiga) tahun ter . ; Eaf

retribuzi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi. _ _ 1
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau .

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari W

maupun tidak langsung. ' .
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

ajib Retribusi, baik langsung
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5) Pengakuan  uy T
) dimaksud l)zuiqm%r ’(11,1|)11S| sccara tidak langsung scbagaimana
C .
permohonan ﬂng\‘.ll}lm (2) hurul b dapat diketahui dari pengajuan
SUran atau penundaz : honan
.cherals . an pembe dan permonona
keberatan oleh Wajib Rctribusli aan pembayaran p

Pasal 25

(1) Eilc]ltz?l?gl‘:fgmbus{ yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

21 Bupat an penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. )

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribust yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribus!
yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 27
. i han
(1) Bupati berwenangn melakuhkan pemeriksaan untuk menguiji k;é’rzt;ran
pemenuhan kewajiban Rteribusi dalam rangka melaksanakan
- s;rundang-undangan Retribusi.
ajib Retribusi yang diperiksa wajib : catatan,
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataulain yang

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

berhubungan dengan objek Retribusi yang ter utang;
. ruangarn
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat a;aielanca%an
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gun
pemeriksaan; dan/atau
¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur

dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
ISENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
(1) Instansi yang malaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi isentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati.
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Pasal 30
Pcmturaﬂ Bupati i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

aal SCt@P orang mengctahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan
gupatl 1l dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten

Ogan Ilir.

Ditetapkan di lndralayzi

ada tanggal, 2018
BUPAT] QGAN ILI
’ NJI ALAM
(. oM. ILVA
Diundangkan di Indralaya
~ pada tanggal,’) Apfl 201
’ SEKRETARIS DAERAH,
HERMAN
8 NOMOR 26

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 201
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